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Latar Belakang: Pandemi COVID-19 menjadi tantangan rumah sakit menyikapi 
perubahan untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien dan petugas agar tercipta 
budaya kelamatan rumah sakit. Merujuk pada kasus COVID-19, hingga 25 Desember 
2022 jumlah kematian di seluruh dunia mencapai 6.678.098 jiwa dengan 656.864.989 
jiwa terkonfirmasi positif. Kasus ini menginfeksi masyarakat umum dan tenaga 
kesehatan dengan tingkat kematian tertinggi saat perawatan di rumah sakit. Budaya 
keselamatan rumah sakit berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan 
kesehatan, terlebih saat pandemi COVID-19 meningkatkan risiko infeksi bagi pekerja 
dan pasien. Pengukuran budaya keselamatan memerlukan kombinasi kuantitatif dan 
kualitatif untuk mendapatkan gambaran lengkap budaya keselamatan.  

Tujuan: Bertujuan untuk mendapatkan gambaran budaya keselamatan secara 
kualitatif di rumah sakit terakreditasi selama pandemi COVID-19. 

Metode: Penelitian deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive 
sampling pada tiga rumah sakit terakreditasi yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RS 
Universitas Indonesia dan RS Pertamina Jaya. Instrumen penelitian mengacu pada 
kuesioner budaya keselamatan yang telah dimodifikasi berisi 42 pertanyaan Focus 
Group Discussion (FGD) dan 10 pertanyaan Wawancara Mendalam (WM) yang 
dikelompokkan menjadi enam indikator yaitu kepemimpinan, komunikasi, regulasi, 
lingkungan kerja, partisipasi dan pelatihan. Pengambilan data primer dengan 
triangulasi metode dan teknik analisis data secara narrative analysis. Telah lolos etik 
No.434/UN2.F10.D11/PPM. 00.02/2020. 

Hasil: Hasil kualitatif dari FGD dan WM menunjukkan ketiga rumah sakit terakreditasi 
telah memiliki program budaya keselamatan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
RS (K3RS). Rumah sakit telah membuat regulasi yang disesuaikan dengan pandemi 
COVID-19 dan ditunjang oleh komitmen pimpinan, supervisi serta tindak lanjut 
monitoring evaluasi. Lingkungan kerja bersifat kondusif yg membuat pasien dan 
pekerja aman dilengkapi sarpras, misal dengan ketersediaan APD yang lengkap. 
Partisipasi keselamatan dilakukan dengan saling memberikan informasi, 
mengingatkan dan berperilaku aman. Komunikasi dilakukan dengan sosialisasi dan 
feedback khususnya bila terjadi insiden. Pelatihan dilaksanakan untuk mendukung 
keselamatan pasien dan pekerja. Standar akreditasi rumah sakit dirasakan sangat 
membantu dalam melakukan upaya keselamatan. 

Kesimpulan: Ketiga rumah sakit terakreditasi telah menerapkan budaya 
keselamatan selama pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan enam indikator budaya 
keselamatan, meliputi: komitmen manajemen (kepemimpinan), komunikasi 
keselamatan, aturan dan prosedur (regulasi), lingkungan kerja yang mendukung, 
keterlibatan personal (partisipasi), dan pelatihan keselamatan. Peran akreditasi 
sangat penting bagi budaya keselamatan rumah sakit.  

Kata kunci: Budaya Keselamatan, Rumah Sakit, Akreditasi, Kualitatif, Pandemi 
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Sindrom pernapasan akut coronavirus (SARS-
CoV-2), pertama kali ditemukan di Wuhan, 
provinsi Hubei, Cina pada Januari 2020 (Wu et 
al., 2020; Zhou et al., 2020). Wabah diumumkan 
menjadi pandemi COVID-19 pada 11 Februari 
2020 oleh World Health Organization (WHO, 
2020). Sejak saat itu, virus tersebut telah 
menyebar ke seluruh dunia dan memodifikasi 
diri dengan berbagai jenis lainnya, seperti OC43, 
NL63, HKU1 and 229E, dll (Ciotti et al., 2020). 

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan rumah 
sakit untuk menyikapi berbagai perubahan 
dalam menjamin mutu dan keselamatan serta 
mendukung terciptanya budaya kelamatan 
rumah sakit (Liana et al., 2021). Mayoritas tenaga 
kesehatan belum mempunyai pengalaman 
menangani COVID-19. Tenaga kesehatan perlu 
menyesuaikan diri dengan perubahan antara lain 
implementasi panduan penatalaksanaan COVID-
19, kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri 
(APD), perubahan interaksi pasien dengan 
perawat, serta kecemasan tertular COVID-19  
ataupun menularkan kepada keluarga (Astari et 
al., 2021). Disisi lain tantangan pelayanan 
kesehatan menghadapi COVID-19 antara lain 
kurang atau tidak tersedianya APD, rendahnya 
jumlah sumber daya manusia yang kompeten, 
kurangnya peralatan penunjang ventilator dan 
kesulitan akses pemeriksaan Polymerase Chain 
Reaction (PCR) (Fitri et al., 2020). 

Rumah sakit sebagai institusi layanan kesehatan 
bertujuan memberikan perlindungan bagi 
keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan 
rumah sakit, serta menjamin keselamatan 
pekerja rumah sakit yang mempunyai potensial 
risiko insiden kecelakaan kerja ataupun penyakit 
akibat kerja (PAK) (Undang-Undang Republik 
Indonesia, 2009). Hippocrates menggunakan 
istilah First, do no harm bertujuan 
menyelamatkan pasien dari pelayanan kesehatan 
yang semakin kompleks akan perkembangan 
ilmu dan teknologi.  

Di Amerika Serikat, cedera yang terjadi pada 
pekerja pelayanan kesehatan dua kali lebih besar 
dibandingkan industri swasta (OSHA, 2013). 
Kecelakaan pekerja di rumah sakit berdampak 
dalam berbagai aspek, salah satunya adalah 
mengurangi produktivitas (ILO, 2013). Di 
Indonesia, berdasarkan data Komite Nasional 
Keselamatan Pasien menunjukkan peningkatan 
laporan rumah sakit tentang adanya IKP dan 
peningkatan kasus KTD, KTC, KNC sejak tahun 
2015 hingga tahun 2019. Laporan IKP tahun 2019 
sejumlah 334 RS dengan total kasus 7465 dimana 
2303 KTD, 2326 KTC dan 2836 KNC. Pelaporan 
ini meningkat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya di 2018 sebesar 145 RS dengan 1489 
kasus (Ministry of Health, 2020).  

Kuesioner budaya keselamatan yang digunakan oleh peneliti 
memiliki 42 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) 
indikator atau faktor-faktor yang ada pada budaya keselamatan, 
yaitu: komitmen manajemen (kepemimpinan), komunikasi 
keselamatan, aturan dan prosedur (regulasi), lingkungan yang 
mendukung, keterlibatan personal (partisipasi), dan pelatihan 
keselamatan. 

1. Komitmen Manajemen (Kepemimpinan) 

Komitmen manajemen antara lain pimpinan melakukan 
sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pekerja, 
khususnya tenaga kesehatan untuk menerapkan program 
budaya keselamatan terutama pada saat keadaan pandemi. 
Monitoring terhadap kepatuhan melaksanakan prosedur 
seperti tidak melakukan perjalanan keluar kota tanpa izin 
atasan dan menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan 
sebelum, saat dan setelah bekerja. Tenaga kesehatan selalu 
melapor kepada supervisor, selalu menerapkan social 
distancing tidak hanya di lingkungan dan diluar lingkungan 
kerja, dan melakukan daily check-up sebelum bekerja serta 
rutin dengan skrining kesehatan baik rapid maupun test 
swab PCR (Polymerase Chain Reaction).   

“Ada perhatian khusus dari supervisor 
terhadap program budaya keselamatan. 
Dalam sosialisasi mengenai budaya 
keselamatan, supervisor selalu 
menghimbau untuk lebih meningkatkan 
Budaya Keselamatan, seperti halnya untuk 
tidak pergi keluar kota, jika ada hal yang 
mengharuskan pergi ke luar kota harus 
memenuhi prosedur yang ada, tetap social 
distancing, dan sebagainya. Prosedur yang 
harus dilakukan oleh pekerja terkait 
implementasi budaya keselamatan pada 
saat pandemi ini diantaranya, ketika ke 
luar dari penginapan (tempat tinggal 
Nakes) harus lapor terhadap atasan, rutin 
melakukan sceening swab kesehatan, harus 
melakukan dailiy check up (cek kesehatan 
setiap sebelum bekerja), tujuannya untuk 
keselamatan pekerja.” (Manajemen RS, 
WM). 

Pimpinan rumah sakit menanggapi masukan terkait 
lingkungan kerja yang perlu perbaikan khususnya dalam 
anggaran karena akan berisiko kecelakaan pada pasien dan 
pekerja. 

Pimpinan rumah sakit punya grading atau 
skala prioritas dari yang besar sampai 
yang kecil. Nanti akan dilihat kalau terkait 
anggaran, dan pimpinan juga akan 
membantu akan mencari jalan keluar. 
(Pekerja RS, FGD) 

Komitmen manajemen rumah sakit melalui management 
walkthrough bertujuan melakukan pemantauan terhadap 
kepatuhan dari tenaga kesehatan terhadap aturan-aturan 
yang belaku di rumah sakit tentang keselamatan kerja serta 
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Merujuk pada kasus COVID-19, hingga 25 
Desember 2022 jumlah kematian di seluruh 
dunia mencapai 6.678.098 jiwa dengan 
656.864.989 jiwa terkonfirmasi positif (WHO, 
2022). Di Indonesia hingga 25 Desember 2022 
sebanyak 160.524 orang meninggal karena 
terinfeksi COVID-19 dimana 6.715.586 
terkonfirmasi positif (Satgas COVID 19, 2022; 
WHO, 2022). Kasus ini tidak hanya mengenai 
masyarakat umum namun juga menginfeksi pada 
tenaga kesehatan dan secara keseluruhan tingkat 
kematian tertinggi ketika mendapatkan 
perawatan di rumah sakit (Putri, 2020). Saat 
pandemi COVID-19 meningkatkan risiko infeksi 
yang berdampak pada keselamatan dan 
kesehatan pekerja dan pasien di rumah sakit 
(Muhtar et al., 2020; Putri, 2020). 

Budaya keselamatan di rumah sakit yang kuat 
berhubungan dengan pencapaian hasil yang baik. 
Keselamatan pasien menjadi poin penting untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
Penguatan budaya keselamatan di rumah sakit 
erat kaitannya dengan upaya peningkatan 
kualitas pelayanan (DiCuccio, 2015; Fan et al., 
2016; Tartaglia Reis et al., 2018). Budaya 
keselamatan yang kurang baik dapat 
menurunkan kualitas pelayanan (Hughes & 
Ferrett, 2013). Terdapat hubungan antara budaya 
keselamatan dengan pencegahan kecelakaan 
(Henriqson et al., 2014). National Health and 
Safety menyatakan bahwa budaya keselamatan 
mempengaruhi perilaku pekerja dalam hal 
mengambil risiko, mengikuti aturan, dan 
perbincangan tentang keamanan (WHO, 2009). 
Budaya keselamatan merupakan budaya 
organisasi berbentuk kesamaan kepercayaan, 
sikap, nilai, norma, dan karakteristik perilaku 
para pekerjanya terkait kinerja organisasi dalam 
aspek keselamatan dengan mengenali risiko agar 
mencapai prosedur yang aman, lingkungan bebas 
menyalahkan, dan komitmen organisasi dalam 
bentuk sumber daya (Mohler, 2015; Morello et 
al., 2013).   

Istilah budaya dan iklim keselamatan belum 
memiliki perbedaan yang jelas. Banyak penulis 
menggunakan istilah budaya keselamatan dan 
iklim keselamatan secara tertukar (Gadd et al., 
2002). Iklim keselamatan merupakan persepsi 
dan sikap pekerja (individu) dari budaya 
keselamatan dalam suatu organisasi tentang 
komitmen manajemen berkaitan dengan 
prosedur, kebijakan dan praktik keselamatan 
(Flin, 2007; Rasmussen et al., 2006). Griffin et al. 
mengembangkan kontruk iklim keselamatan 
terdiri dari persepsi yang dibagikan berupa nilai 
dan praktik pada semua level (Griffin & 
Curcuruto, 2016).  

Penelitian budaya keselamatan pasien di rumah 
sakit sudah banyak dilakukan, seperti penelitian 
Sorra & Nieva (2004) serta Handler, et.al (2006), 

pelayanan pasien. Management walkthrough ini juga 
memiliki fungsi untuk melihat apakah ada hazard atau risiko 
kesehatan yang harus cepat mendapat respon dan harus 
segera dimitigasi. Kegiatan management walkthrough ini 
biasanya rutin dilakukan sebulan sekali, serta adanya sidak 
khusus yang dilakukan dua bulan sekali oleh direktur, wakil 
direktur, petugas K3RS, PPI, manajemen mutu, dan unit 
terkait. Kegiatan monitoring dapat dilakukan juga oleh 
masing-masing kepala bagian kepada jajaran dibawahnya 
yang bersifat lebih internal dilakukan setiap hari pada saat 
bertugas.  Bila ada kondisi yang harus mendapat perhatian 
atau pimpinan dapat direspons dan langsung dilakukan 
perbaikan. Adanya tindak lanjut seperti itu merupakan 
bentuk review yang dilakukan oleh tim manajemen. Tidak 
semua kasus dilaporkan ke direktur, tergantung tingkatan 
kasusnya, jika kasus itu tergolong ringan maka cukup 
dilakukan koordinasi antara unit terkait dengan team 
manajemen. Jika kasus bersifat fatal maka manajemen akan 
memberikan waktu yang cukup lama untuk melakukan 
investigasi kasus tersebut Ada rentang waktu untuk 
melakukan investigasi, dimana waktu paling lama adalah 1 
bulan. Hasil investigasi akan disosialisasikan kepada seluruh 
pekerja dimana setelah itu dilakukan perbaikan-perbaikan 
dalam sistem kerja.  

"Jadi untuk waktu memang kita dari 
manajemen itu memberikan waktu yang 
cukup untuk menelaah, untuk melakukan 
investigasi." (Tenaga Kesehatan RS, FGD) 

Terdapat juga monitoring untuk berbagai kegiatan pelayanan 
pasien melalui daily report. Dimana pembahasan daily 
report ini dilakukan pada rapat koordinasi di masing-masing 
bagian setiap pagi.  Pernyataan tentang sistem monitoring 
yang dilakukan oleh para pimpinan rumah sakit tersebut 
dapat dilihat pada dua kutipan wawancara di bawah ini. 

“Adanya perhatian dari supervisor baik itu 
Direksi maupun Kepala terhadap program 
budaya keselamatan, diimplementasikan 
dengan adanya kegiatan Management 
Walkthrough yang rutin dilakukan setiap 
bulan. Pada kegiatan tersebut Direksi dan 
Kepala Unit ikut serta melihat kondisi di 
lapangan terkait kepatuhan terhadap 
aturan-aturan yang berlaku di Rumah 
Sakit, baik dari sisi keselamatan kerja 
maupun pemenuhan terhadap perundang-
undangan. Selain itu ada juga kegiatan 
yang bersifat tentatif (tidak tentu), 
implementasi dari kegiatan tersebut adalah 
adanya kontrol keliling sambil melihat-lihat 
jika dirasa ada risiko-risiko yang perlu 
dimitigasi. Untuk kegiatan yang rutin itu 
sudah jelas waktunya pelaksanaannya, 
tetapi untuk yang sifatnya lebih personal itu 
dilakukan ketika sedang bertugas saja. Jadi 
jika ada ketidaksesuaian disitu langsung 
dilakukan teguran dan coaching supaya 
dilakukan perbaikan”. (Tenaga Kesehatan 
RS, FGD) 

“Iya, diantaranya kegiatan terkait dengan 
insiden keselamatan pasien, pemantauan 
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Singer, et al (2009), Kartika et al. (2015), 
Kusumapradja (2017). Adapun penelitian iklim 
keselamatan pasien antara lain Matsubara, et al 
(2008), Rachmawati (2011). Sedangkan 
penelitian iklim keselamatan di luar layanan 
kesehatan seperti industri dan konstruksi antara 
lain Loosemore et al. (2019), Sunindijo et al. 
(2019), Marin et al. (2019), dan Probst et al. 
(2019).  

Di Libanon, penelitian pada 68 RS menggunakan 
kuesioner dari HSOPSC, menunjukkan 
hubungan signifikan antara budaya keselamatan 
pasien dengan variabel pelaporan, komunikasi, 
kepemimpinan dan manajemen, staffing, ukuran 
rumah sakit dan status akreditasi. Rumah sakit 
terakreditasi memiliki persepsi keselamatan 
lebih baik dibandingkan rumah sakit yang belum 
diakreditasi karena akreditasi merupakan salah 
satu upaya perbaikan (El-Jardali, Dimassi, 
Jamal, Jaafar, & Hemadeh, 2011). Di bidang 
layanan kesehatan, terdapat 8 instrumen 
pengukuran iklim/budaya keselamatan pasien 
yang sering digunakan yaitu SAQ, SCSu, SCSc, 
VicSCS, SCORE, HOPSC, MSI, PSCHO (Hodgen 
et al., 2017).  

Di Indonesia Liana et al. (2022) telah melakukan 
penelitian kematangan budaya keselamatan 
rumah sakit dengan menggunakan instrumen 
DUTA-RS yang sudah paten dan merupakan 
pengembangan dari sintesis berbagai literatur, 
penelitian dan instrumen budaya keselamatan, 
termasuk SNARS (Liana et al., 2022). Liana et al. 
melakukan pengukuran kuantitatif dan kualitatif 
guna memperdalam kematangan budaya 
keselamatan yang sudah dilaksanakan di rumah 
sakit (Liana et al., 2021, 2022). 

Pengukuran budaya keselamatan memerlukan 
kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif agar 
pengukuran dapat menghasilkan gambaran yang 
lengkap tentang budaya keselamatan melalui 
wawancara terstruktur, survei, kuesioner, 
observasi, focus group discussion (FGD), review 
informasi terdahulu, wawancara, dan studi kasus 
(Hodgen et al., 2017; Kummerow & Kirby, 2013; 
Wiegmann et al., 2004).  

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk itu 
perlu dilakukan penelitian kualitatif budaya 
keselamatan rumah sakit untuk memperdalam 
penjelasan budaya keselamatan yang sudah 
diterapkan di rumah sakit terakreditasi 
khususnya selama pandemi COVID-19. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran budaya keselamatan selama pandemi 
COVID-19 di rumah sakit terakreditasi secara 
kualitatif. 

 
 
 

terhadap pasien yang lebih intensif, serta 
pemenuhan sarana prasarana. Kemudian 
kegiatan terkait dengan risiko penularan 
dan pemaparan covid, aturan WFH, aturan 
keluar kota yang harus diterapkan dan 
dijalankan. Pelaksanaan pelayanan 
terintegrasi selalu diingatkan dalam setiap 
morning report, serta pelaksanaan 
Management Walktrough yang dilakukan 
rutin setiap bulan”. (Manajemen RS, WM) 

 "Saat ini sih manajemen berkomitmen rutin 
melakukan review minimal dua minggu 
sekali atau satu bulan sekali, dimana kita 
selalu membicarakan hal-hal yang terkait 
dengan keselamatan, baik itu keselamatan 
pasien, pekerja, maupun keselamatan 
lingkungan rumah sakit." (Manajemen RS, 
WM) 

Bentuk komitmen lain dari pimpinan setelah melakukan 
management walkthrough serta supervisi dan evalusi yang 
dilakukan oleh kepala bagian/supervisor setiap hari adalah 
adanya feedback kepada tenaga kesehatan tentang prosedur 
mana saja yang harus diperbaiki. Dimana tujuan dari 
feedback agar ada perbaikan dalam menjalankan prosedur 
sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan aman untuk 
semua pasien serta tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan 
tersebut.   

“Adapun bentuk perhatian yang diberikan 
oleh Supervisor selama ini adalah 
pemberian fasilitas penuh, bekerjasama 
dengan IPCN (Infection Prevention Control 
Nurse) selalu melaporkan kegiatan setiap 
bulan ke Supervisor, begitu juga 
melaporkan laporan surveillance dan 
kejadian-kejadian yang terkait dengan PPI 
setiap bulan, kemudian dari hasil laporan 
tersebut Supervisor akan memberikan 
feedback perbaikan-perbaikan yang harus 
dibenahi untuk ke depannya. Supervisor 
akan selalu memberikan feed back positif 
jika ada perilaku yang tidak aman, begitu 
juga jika sudah menerapkan perilaku aman 
maka Supervisor akan terus mengingatkan 
supaya meningkatkan penerapan perilaku 
tersebut”. (Tenaga Kesehatan RS, FGD) 

Petugas K3 rumah sakit telah bekerjasama dengan komite 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi (PPI) dan 
Mutu untuk melaksanakan management walkthrough 
dalam memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada pekerja. 
Dilakukan juga identifikasi perilaku pekerja yang dapat 
membahayakan keselamatan pasien maupun lingkungan. 
Setelah itu melakukan identifikasi kondisi lingkungan yang 
tidak aman, membuat pedoman atau SPO yang berhubungan 
dengan pekerjaan. Setelah membuat pedoman atau SPO 
adalah melakukan monitoring berkaitan dengan 
pelaksanaan budaya keselamatan. Terkait tugas Petugas K3 
Rumah Sakit (K3RS) dalam hal implementasi budaya 
keselamatan dilakukan rutin setiap 2 minggu. Apabila terjadi 
pelanggaran pedoman atau SPO oleh pekerja, baik itu 
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disengaja ataupun tidak maka pihak K3RS akan melaporkan 
ke atasan, selain itu juga berhak sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawabnya untuk memberikan teguran serta 
mengingatkan supaya tidak terulang lagi. 

 "Kalau Petugas K3RS bekerjasama dengan 
PPI dan Mutu memberikan sosialisasi, atau 
pelatihan, selain itu juga control 
dilaksanakan per dua minggu."  

"Tim SPO terdiri dari manajemen, kepala-
kepala staf, sama pengawas."  

"Jika terjadi pelanggaran pada pekerja, 
yang dilakukan oleh Petugas K3RS adalah 
melaporkan dulu ke atasannya, nanti akan 
diberi teguran seperti itu, atau akan 
diingatkan kembali ke teman-teman, atau 
melalui masing-masing kepala unitnya 
melalui group."  (Manajemen RS, WM) 

Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi, serta review 
terhadap temuan temuan yang ada yang bertujuan untuk 
perbaikan kedepannya.  

“Memang secara umum sudah berjalan 
dengan baik, tapi kan kita namanya terkait 
dengan budaya itu kan harus dipupuk terus, 
kadang-kadang kalau misalnya kita kendor 
juga mereka lupa, atau tidak diawasin 
mereka lalai dan lain-lain, jadi tetap 
monitoring dan evaluasi itu kita tetap 
jalankan. Nah kemudian juga review-
review terhadap temuan-temuan dari 
semua bagian itu juga kita tetap jadikan 
acuan untuk selalu melakukan perbaikan”. 
(Manajemen RS, WM) 

“... Karena itu dibutuhkan strategi-strategi, 
kiat-kiat khusus atau itu tadi ada inovasi-
inovasi baru di dalam meningkatkan 
budaya keselamatan ini. Dan kita butuh 
orang-orang yang cerdas memikirkan ide-
ide bagaimana mengaktualisasi Budaya 
Keselamatan ini agar kontekstual dengan 
kondisi yang ada…” (Manajemen RS, WM) 

2. Komunikasi Keselamatan 

Komunikasi keselamatan ditunjukkan dengan adanya 
sosialisasi mengenai budaya keselamatan termasuk K3 
kepada semua pekerja dirumah sakit dilakukan mulai 
jenjang paling atas sampai kepada outsourcing terkait 
dengan aturan-aturan bagaimana untuk melakukan 
pekerjaan selama di rumah sakit. Semenjak adanya pandemi 
COVID-19 rumah sakit lebih sering mengadakan sosialisasi 
dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Dalam 
sosialisasi disampaikan beberapa hal terkait dengan 
keamanan dan keselamatan pekerja, pasien, keamanan 
lingkungan dan sebagainya. Sosialisasi yang bersifatnya rutin 
dilaksanakan setiap tahun dari masing-masing unit/divisi, 
terkait orientasi umum dan khusus kepada pekerja baru, 
selain itu merupakan refreshing bagi para pekerja lama yang 
berkaitan adanya pembaharuan dan sebagainya. Selain itu 
juga ada sosialisasi yang bersifat insidentil, dilakukan jika 
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sifatnya mendesak dan darurat, seperti adanya insiden 
tertusuk jarum dengan adanya kejadian tersebut harus 
segera dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan limbah 
benda tajam. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar semua 
pekerja tetap aman.  

“...Sebelum COVID sosialisasi dilakukan 
setiap 1 bulan sekali, dan untuk pertemuan 
besar dilakukan 3 bulan sekali, tetapi akibat 
pandemi ini sosialisasi dilakukan lebih 
sering. Sehingga para pekerja sadar bahwa 
saat ini sosialisasi itu merupakan 
kebutuhan bagi mereka, tidak lagi menjadi 
beban demi menciptakan keselamatan 
bersama.” (Manajemen RS, WM). 

Setelah dilakukan sosialisasi, maka diberikan umpan balik 
oleh pimpinan kepada bawahannya, misal sharing 
pengetahuan kepada para pekerja melalui 3 (tiga) metode, 
yaitu:  

a. Direct (person to person) contohnya: 
mengingatkan pekerja langsung di tempat kejadian 
jika terjadi perilaku tidak aman.  

b. Pertemuan/rapat, contohnya: dilakukan pertemuan 
rutin setiap 1 bulan sekali, pertemuan internal 
(Rapintas dan Rapinkab) setiap 1 minggu sekali. 
Begitu juga ada pertemuan yang tidak rutin yang 
sifatnya insidental, seperti sidak, kontrol ke 
ruangan dan sebagainya.   

c. Media, contohnya: poster, flyer, standing banner, 
dan sebagainya. 

“... jadi metode yang digunakan untuk 
meng-share pengetahuan dan kemudian 
mereka harus memahami serta melakukan 
itu kita melalui berbagai macam cara, bisa 
secara direct dari person to person (dari 
orang ke orang) ngasih tahu langsung di 
tempat tersebut, juga kepada yang lainnya, 
atau melalui suatu media edukasi berupa 
pertemuan intim. Kami kayak di PPI ini di 
(Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) itu 
kita punya meeting rutin setiap 1 bulan 
sekali, di situ ada pertemuan penting, ada 
keselamatan-keselamatan yang musti 
diingatkan, atau ada suatu hal yang baru 
terkait covid ini kita sampaikan di situ. 
Demikian juga unit lain, dan kami juga 
punya meeting internal yang rutin setiap 
selasa itu Rapintas (Rapat Pimpinan 
Terbatas) dan (Rapat Pimpinan Lengkap) 
Rapinkap itu juga media yang paling baik 
untuk itu. Kemudian kita juga melalui 
metode atau melalui poster-poster, flyer, 
standing banner, itu ada Jadi kalau datang 
ke rumah sakit pasti di situ lihat bagaimana 
kami mengingatkan terkait Budaya 
Keselamatan ini. Karena intinya adalah 
paling mudah, tanpa biaya banyak, dan 
yang jelas efektif kalau dilakukan dengan 
cara prevention (pencegahan) terhadap 
kejadian-kejadian yang beresiko terhadap 
keselamatan, dibandingkan kalau kita 
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memperbaiki apa yang sudah terjadi”. 
(Manajemen RS, WM) 

“Umpan baliknya itu yang sudah-sudah 
mereka pimpinan itu akan memberikan 
kepatuhan itu harus meningkat." 
(Manajemen RS, WM) 

Setelah dilakukan sosialisasi dan umpan balik, selanjutnya 
pihak manajemen rumah sakit melakukan evaluasi berupa 
penilaian setiap semester. Jika dirasa masih ada kekurangan 
maka dilakukan feed back dengan memberikan disposisi 
direktur untuk dilakukan perbaikan.  

“Setiap informasi yang berhubungan 
dengan pelaporan budaya keselamatan 
dilakukan feed back dengan memberikan 
disposisi untuk dilakukan perbaikan. 
Misalnya dalam upaya peningkatan 
kepatuhan tentang kebersihan tangan, ada 
rekomendasi dari pihak manajemen untuk 
dilakukan sosialisasi tentang kebersihan 
tangan, setelah itu upaya apa saja yang 
harus dilakukan dari sosialisasi itu, 
koordinasi antar tim, selanjutnya 
manajemen akan memberikan feed back 
berupa persetujuan (acc) untuk dilakukan 
sosialisasi kembali kepada para pekerja” 
(Manajemen RS, WM) 

Komunikasi antara atasan dengan bawahan di tempat kerja 
sangat penting. Menurut informan kurangnya komunikasi 
kemungkinan disebabkan oleh rumitnya prosedur yang 
berlaku sehingga memakan waktu yang lama dalam 
penyelesaiannya. 

“Pentingnya himbauan dari manager 
dengan pendekatan komunikasi yang lebih 
personal kepada bawahan, sehingga 
bawahan memberikan repson yang positif, 
kalau misalnya manajemennya nggak 
gerak, otomatis sosialisasi nggak bakal 
jalan atau komunikasinya jelek dan regulasi 
juga nggak ada." (Tenaga Kesehatan RS, 
FGD) 

Berbeda halnya dengan informan yang lain, komunikasi 
antara atasan dan bawahan dilakukan dengan pendekatan 
secara pribadi, sehingga jika ada masalah yang mengganggu 
atau menghambat kegiatan kerja selalu disampaikan secara 
personal, sehingga lebih mudah di pahami dan diatasi. 
Teknik komunikasi memang perlu supaya hal yang 
diharapkan bisa sampai dan ada tindakan selanjutnya.  

"Kebetulan kalau di laboratorium di analis 
memang usianya banyak yang lebih senior 
dari saya Bu, tapi secara pribadi saya 
menggunakan pendekatan dengan bahasa 
yang memang bisa dipahami oleh teman-
teman yang dinas di laboratorium seperti 
itu. Lebih memilih komunikasi yang 
bahasanya kita sesuaikan dengan 
kondisinya, memberikan contoh gitu, jadi 
membuat mereka juga mengerti seperti itu, 
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pendekatannya personal." (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

Menurut informan pihak rumah sakit selalu informatif dan 
komunikatif terhadap pasien dan pekerja baik tenaga 
kesehatan maupun pekerja non kesehatan apabila ditemukan 
perilaku yang tidak aman. Pekerja akan dipanggil secara 
langsung untuk diminta keterangan kenapa prilaku tidak 
aman bisa terjadi. Selanjutnya diberikan arahan agar 
permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Bagi pekerja yang 
lainnya diberikan sosialisasi untuk mencegah terjadinya 
perilaku tidak aman tersebut. 

“Contoh tugas Atasan dalam program 
Budaya Keselamatan adalah memberikan 
pengarahan atau coaching terhadap 
bawahannya yang tidak tertib dalam 
menerapkan budaya keselamatan agar 
tidak menularkan budaya yang tidak baik 
itu kepada teman-temannya yang lain. 
Tugas ataupun tanggung jawab masing-
masing pada saat dan sebelum pandemi 
kurang lebih sama, bedanya hanya pada 
saat pandemi orientasinya kearah 
pencegahan dan pengendalian infeksi.” 
(Manajemen RS, WM) 

“Nah seringkali insiden baik itu insiden 
terhadap pasien ataupun insiden terhadap 
hal lain itu adalah buruknya komunikasi 
antar sesama, jadi kalau misalnya 
komunikasi itu tidak dibangun dengan baik 
maka itu akan menimbulkan budaya yang 
tidak bagus, akan satu mandek, misalnya 
terkait dengan operan yang tidak jelas, itu 
akan berakibat fatal terhadap pasien 
tersebut sehingga tidak tertangani dengan 
baik.” (Manajemen RS, WM) 

3. Aturan dan Prosedur (Regulasi) 
 

Regulasi merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan 
dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan dan 
Kesehatan pekerja. Menurut informan penetapan regulasi 
tentang budaya keselamatan di rumah sakit sudah tertuang 
dalam pedoman terkait dengan keselamatan, kesehatan dan 
keamanan serta lingkungan rumah sakit. Setelah 
mengimplementasikan regulasi maka harus diadakan pula 
survey implementasi keselamatan.  Regulasi keselamatan 
rumah sakit ini setelah diimplementasikan harus selalu di 
evaluasi secara berkala.  Tujuan dari dibuat dan 
diterapkannya regulasi tersebut untuk menjadi acuan atau 
panduan oleh tenaga kesehatan atau medis untuk 
berperilaku aman dalam melakukan tindakan medis.   

“Prosedur Penetapan oleh Direktur tentang 
Budaya Keselamatan sebagai suatu 
kebutuhan rumah sakit tertuang pada 
pedoman HSSE Nomor 1 Tahun 2018 dan 
pedoman HSSE Nomor 2 Tahun 2019. 
Kemudian regulasi tentang keselamatan 
rumah sakit, kemudian melakukan survey 
implementasi keselamatan, kemudian 
melakukan perbaikan/evaluasi terhadap 
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budaya keselamatan secara berkala atau 
periodik.” (Manajemen RS, WM) 

Regulasi budaya keselamatan sudah ada jauh sebelum 
munculnya pandemi COVID-19 tetapi dengan adanya 
pandemi memperlihatkan bahwa regulasi tersebut menjadi 
lebih penting karena tenaga kesehatan maupun non 
kesehatan memiliki suatu acuan untuk bersikap dan 
berperilaku yang aman baik untuk keselamatan diri mereka 
maupun keselamatan pasien dan keluarganya. 

“Regulasi berpengaruh, karena jika tidak 
ada regulasi yang jelas pekerja tidak ada 
panduan untuk berperilaku aman.” (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

"Pada saat pandemi program Budaya 
Keselamatan ini telah dilaksanakan. 
Sebelumnya memang sudah 
diselenggarakan tetapi tidak sedetail atau 
seketat pada saat pandemi covid. Karena ini 
menyangkut pengendalian, pencegahan 
pemaparan covid terhadap pekerja, pasien, 
maupun pengunjung di Rumah Sakit." 
(Manajemen RS, WM) 

Didalam regulasi tersebut mengatur seluruh pekerja baik itu 
tenaga medis maupun non medis, pegawai tetap maupun 
pegawai tidak tetap bahkan outsourcing memiliki kewajiban 
untuk menjaga sikap hormat dan saling menghormati. 
Dengan regulasi dapat menciptakan komunikasi antara 
tenaga profesional pemberi asuhan (PPA) dengan pasien 
maupun keluarganya, sangatlah penting agar pasien tidak 
mendapat pelayanan yang baik atau sesuai.  Kemudian 
regulasi untuk setiap pekerja terutama yang di bagian klinis 
wajib menjalankan standar etika profesi, karena masing-
masing profesi itu sudah diatur standarnya bagaimana untuk 
melaksanakan pekerjaanya. Sedangkan untuk tenaga non 
klinis tetap harus menjalankan etika profesi sesuai dengan 
standar-standar yang berlaku dalam aturan yang dimiliki 
rumah sakit. Regulasi untuk setiap pekerja itu wajib 
melakukan pekerjaan sesuai dengan pedoman, panduan 
ataupun prosedur yang berlaku di Rumah Sakit. Jadi 
walaupun latar belakang pekerja yang berbeda, semua 
pekerja berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakitnya.  

"Memang masing-masing seluruh pekerja 
di Rumah Sakit itu mempunyai peranan 
untuk meningkatkan bagaimana 
implementasi Budaya Keselamatan itu 
dikerjakan." (Manajemen RS, WM) 

"Karena kita tahu bahwa tenaga kita itu 
banyak dari berbagai macam institusi, 
berbagai daerah, kadang-kadang mereka 
masih membawa kebiasaan mereka 
masing-masing. Nah, oleh sebab itu maka 
kita samakan bahwa semua pekerja harus 
sesuai dengan panduan dan SPO yang 
berlaku disini." (Manajemen RS, WM) 

Selain itu regulasi rumah sakit juga mengatur tentang tugas 
dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana sampai 
kepada tingkat pengambil keputusan/manajemen. Semua 
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petugas untuk selalu saling menghormati, menciptakan 
komunikasi yang efektif terhadap sesama pekerja, staf, 
manajemen, pasien, dan masyarakat. Menjalankan etika 
profesi dengan baik dan benar, menjalankan pekerjaan 
sesuai dengan SPO yang ada.  Adapun contoh tugas pekerja 
terkait implementasi budaya keselamatan diantaranya 
melakukan standar profesi sesuai dengan profesi kesehatan, 
melaksanakan komunikasi antar sesama pekerja dengan baik 
dan efektif, kemudian bekerja secara kolaboratif, dalam 
ruang lingkup asuhannya harus  berfokus kepada pasien 
serta melaksanakan 6 sasaran keselamatan pasien (SKP), 
melakukan identifikasi pasien dengan baik dan benar, lalu 
mengkomunikasikan dengan baik kepada pasien, serta 
mempedulikan keselamatan pasien. Para pekerja memasuki 
lingkungan kerja harus selalu mengenakan seragam lengkap 
dengan menyematkan kartu identitas dan selalu memakai 
masker.  Selalu bersikap sopan serta memberikan support 
atau motivasi yang baik sebelum melakukan pekerjaan. 
Pentingnya pekerja memakai seragam yang lengkap ketika 
memasuki lingkungan akan mencegah terjadinya hal-hal 
yang dapat mengancam keselamatan pasien.  

"Tugas dan tanggung jawab ini antara 
sebelum dan pada saat covid kurang lebih 
sama, hanya saja pada saat pandemi kita 
orientasinya lebih ke arah pencegahan dan 
pengendalian infeksi, tapi kurang lebih sih 
sama." (Manajemen RS, WM) 

"Kalau para pekerja tersebut menggunakan 
seragam yang baik, kan kita tahu oh ini 
perawat, ini dokter, ini tenaga non medis. 
Tetapi kalau tidak menggunakan seragam 
yang baik tentu kita tidak tahu itu siapa, 
otomatis untuk menjaga siapa-siapa yang 
masuk area kerja kita, itu salah satunya itu 
untuk mencegah terjadinya 
ketidakselamatan pasien." (Manajemen RS, 
WM). 

Tugas manager K3 rumah sakit dapat dikatakan hampir 
sama dengan tugas petugas K3 rumah sakit hanya ruang 
lingkupnya jauh lebih luas.  Dimana manager K3 rumah sakit 
harus selalu berkoordinasi untuk pemantauan dengan 
penanggung jawab instalasi atau unit. Kemudian menyusun 
dan membuat rekomendasi untuk perbaikan budaya 
keselamatan di rumah sakit, melakukan pengawasan dan 
pembuatan SPO. Adapun contoh tugas manager K3 rumah 
sakit dalam implementasi budaya keselamatan diantaranya 
ikut terlibat dalam pemberian sosialisasi atau monitoring 
tentang keselamatan, dan monitoring keselamatan harian 
kepada semua pekerja.  

"Evaluasi secara berkala di sini misalnya 
kita ada MWT (Management Walkthrough) 
itu setiap bulan bersama staf dan kepala 
unit melakukan monitoring terhadap 
kebijakan yang berlaku di Rumah Sakit, 
instalasi atau unit. Dan untuk sosialisasi 
dilaksanakan dua minggu sekali." (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

Tugas dari manajemen rumah sakit dalam menjalankan 
program budaya keselamatan adalah menciptakan dan 
mendukung program tersebut dengan menyusun standar 
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perilaku bagi para pekerja serta menyediakan informasi dan 
melakukan pendidikan tentang budaya keselamatan.  Setelah 
itu menyiapkan sumber daya (baik SDM maupun anggaran) 
untuk pelaksanaan program. Kemudian melakukan 
monitoring dan mengambil aksi strategis untuk 
memperbaiki pelaksanaan program budaya keselamatan di 
rumah sakit. Contoh tugas dari manajemen terkait 
implementasi program Budaya Keselamatan adalah 
memberikan pengarahan atau coaching terhadap 
bawahannya yang dapat dianggap tidak tertib dalam 
menerapkan budaya keselamatan. Tugas dan tanggung jawab 
saat dan sebelum pandemi kurang lebih sama, bedanya 
hanya pada saat pandemi orientasinya lebih ke arah 
pencegahan dan pengendalian infeksi. Contoh lain adalah 
diantaranya merekomendasikan atau menyetujui 
diadakannya sosialisasi, mengingatkan terkait kepatuhan 
peserta dalam penggunaan APD. Hal tersebut dilakukan 
secara langsung oleh Direktur ketika di lapangan tidak hanya 
melalui sosialisasi atau forum resmi.   

"(Tugas Atasan Langsung) Direktur kami 
itu memang hadir dalam sosialisasi, yang 
jelas ketika dilakukan sosialisasi terhadap 
budaya keselamatan itu beliau membuat 
rekomendasi yang artinya undangan 
sosialisasi tersebut disetujui untuk kita ikuti. 
Beliau juga mengingatkan terkait 
kepatuhan pekerja dalam penggunaan 
APD." (Manajemen RS, WM) 

Dalam kegiatan yang melibatkan outsourcing serta 
kontraktor kemampuan untuk mematuhi regulasi yang 
berkaitan dengan budaya keselamatan menjadi salah satu 
penilaian kerjasama.   

"Kemampuan pekerja untuk mengikuti 
regulasi itu menjadi patokan buat kita 
untuk menyewa mereka sebagai vendor." 
(Tenaga Kesehatan RS, FGD) 

Regulasi menurut beberapa informan, terdapat beberapa hal 
penghambat dalam pelaksanaan regulasi, berasal dari faktor 
internal dari pelaksana regulasi tersebut dalam hal ini adalah 
pelaku/individu pekerjanya.  Penghambat lain adalah dari 
regulasi tersebut dimana dianggap kurang detail.  Regulasi 
ini disusun untuk mengatur perilaku pekerja di lingkungan 
rumah sakit agar tidak membahayakan keselamatan dirinya 
maupun pekerja lain, pasien dan orang lain yang berada 
dilingkungan kerjanya. Tetapi terkadang perilaku individu 
sulit untuk berubah menyesuaikan dengan aturan apalagi 
aturan tersebut terkadang membuat individu sering merasa 
tidak nyaman walaupun perilaku tersebut memberikan 
keamanan.  Jadi sering terjadi dimana individu tersebut lalai 
dalam melakukan atau menjalankan aturan/regulasi tentang 
keselamatan kerja, dapat dikatakan adapun yang 
mempengaruhi perilaku tidak aman itu tergantung pada 
perilaku masing-masing. 

"… perilaku tidak aman terjadi ya 
semuanya dikembalikan ke orangnya 
masing-masing, ketika kita sudah tahu apa 
yang baik apa yang salah otomatis kalau 
orang yang normal kan melakukan apa 
yang baik, tapi kan kita tidak bisa 
memaksakan untuk selalu melaksanakan 
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yang normal, jadi semua kembali ke pribadi 
masing-masing." (Tenaga Kesehatan RS, 
FGD). 

Tetapi ada upaya dari pihak manajemen rumah sakit untuk 
melakukan pengawasan dan penegakkan aturan dan 
prosedur yang berkaitan dengan budaya keselamatan.  Hal 
ini dapat dibaca pada kutipan dibawah ini yang dapat 
dikatakan sebagai salah satu success story dari implementasi 
aturan dan prosedur budaya keselamatan.   

"Pada saat bekerja mereka patuh 
menggunakan APD, pada saat di luar kerja 
mereka lengah, alasannya: Karena gini kan 
kebetulan kami yang Nakes tinggal atau 
diasramakan di Hotel, nah dengan jam 
kerja yang memakai APD sekitar 8 jam itu 
kan mungkin membuat mereka sedikit 
tertekan lah, bayangkan harus memakai 
APD 8 jam, jadi kalau misalnya sudah lepas, 
sudah pulang ke Hotel itu kayaknya sudah 
merdeka banget, terus akhirnya e awal-
awal pada saat itu mereka masih suka 
kumpul-kumpul tapi terus kita lakukan 
sidak ke Hotel yang tempat mereka tinggal 
sekarang tidak lagi ada makan secara 
prasmanan, jadi kita anjurkan makan 
dianter ke kamar masing-masing dengan 
nasi box itu, itu alhamdulillah banyak 
merubah perilaku mereka." (Manajemen 
RS, WM) 

Faktor hambatan adalah kurang detailnya penjelasan dari 
regulasi.  Seperti SPO terkait K3 rumah sakit oleh beberapa 
narasumber dianggap kurang dijelaskan secara detail, yaitu 
hal yang berkaitan dengan larangan bagi tenaga kesehatan 
untuk pergi ke luar kota. Pergi ke luar kota dalam hal ini tidak 
dijelaskan secara detail dengan jarak tempuh berapa kilo. 
Artinya dari suatu kebijakan perlu adanya turunan lagi untuk 
memperjelas kepada pekerja, sehingga tidak 
membingungkan pekerja. 

"Contohnya, kita kan sudah menyediakan 
safe house untuk pekerja yang di rumah 
sakit, tujuannya agar mereka tidak 
terpapar sama dunia luar." (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

"SK tentang safe house itu dari coorporate, 
kemudian kami sudah menurunkannya 
dalam bentuk surat edaran, di edaran itu 
kurang dijelaskan detailnya." (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD). 

4. Lingkungan kerja yang mendukung 
 
Rumah sakit telah mengimplementasikan budaya 
keselamatan kepada pasien dan sesama pekerja baik teman 
kerja, rekan profesi atau pekerja lain dengan saling respect, 
maka otomatis tercipta lingkungan kerja yang kondusif.  

"Budaya Keselamatan ini adalah 
bagaimana rumah sakit menciptakan 
lingkungan rumah sakit yang kondusif, 
dimana setiap pekerja itu memperlakukan 
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setiap orang itu sebagaimana mestinya.” 
(Tenaga Kesehatan RS, FGD)  

“Iya, intinya sebenarnya program 
mengenai secara singkat semacam 
program tata nilai dan norma yang berlaku 
di suatu populasi atau di suatu komunikasi 
tertentu, itu intinya. Kalau di sini Budaya 
Keselamatan Rumah Sakit ya tentunya 
norma atau nilai yang berlaku di 
Lingkungan Rumah Sakit.” (Manajemen 
RS, WM) 

Lingkungan kerja dalam bentuk fisik berupa 
sarana/bangunan di rumah sakit perlu mendapat perhatian 
dari pimpinan karena berhubungan dengan infeksi dan 
menjadi tugas dari komite PPI untuk perbaikan kepada 
atasan. 

Tidak bisa dipisahkan antara PPI dengan 
fasilitas infrastruktur yang ada, walaupun 
PPI tidak berwenang untuk melakukan 
perbaikan infrastruktur bangunan, namun 
dapat memberi asupan untuk perbaikan.  
Jika tidak maka masalah PPI tidak akan 
teratasi. PPI akan melaporkan kepada 
pimpinan yaitu ibu Dirut yang akan 
membuat disposisi kepada bagian 
sarana/prasarana rumah sakit. (Pekerja 
RS, FGD) 

 
Pihak manajemen selalu menunjukkan kepedulian dalam 
mendukung implementasi Budaya Keselamatan, dibuktikan 
salah satunya dengan arahan adanya penempatan khusus 
bagi para pekerja yang mempunyai komorbid (penyakit 
bawaan), pekerja yang dalam kondisi hamil, untuk 
dipindahkan ke lingkungan kerja zona hijau, hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan keselamatan bersama. Begitu juga 
adanya pemenuhan kebutuhan untuk para pasien terkait 
sarana prasarana, sehingga pasien dan pekerja runah sakit 
merasa aman.  

"Direktur tetap memberikan arahan-
arahan (berkaitan sarana dan prasarana 
terkait dengan keselamatan pekerja)." 
(Tenaga Kesehatan RS, FGD). 

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang 
mendukung sebagai implementasi program budaya 
keselamatan, maka diperlukan penataan lingkungan kerja 
yang akan memperkecil atau menghilangkan hazard yang 
menghambat pelaksanaan program tersebut.  Diakui oleh 
beberapa informan dalam FGD bahwa terkadang masih ada 
lingkungan kerja yang berbahaya.  Ada upaya untuk 
menghilangkan kondisi tersebut secepatnya dengan 
melakukan beberapa pembenahan. Tetapi dalam upaya 
pembenahannya terkadang terhalang oleh birokrasi yang 
rumit. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa pihak 
manajemen rumah sakit dianggap kurang tanggap dan 
lamban dalam menanggulangi kondisi tersebut. Sementara 
bagian/divisi menginginkan segera dilakukan 
pembenahan/perbaikan pada lokaasi yang tidak aman 
tersebut agar menghindari ancaman keselamatan bagi 
pekerja/tenaga kesehatan maupun pasien dan keluarganya.  
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"Birokrasi yang susah, contohnya kita ada 
jalan nih, jalan di sekitar lingkungan rumah 
sakit, tanahnya jeglong, lah si tanah yang 
jeglong itu kan berisiko buat orang yang 
melewatinya. Nah kita pengen itu segera 
dibetulin, ternyata banyak yang harus 
dilaluin, diantaranya mengukur atau 
memperkirakan bagaimana proses 
perbaikan, apa saja material yang 
dibutuhkan, bagaimana biayanya dan 
segala macam. " (Tenaga Kesehatan RS, 
FGD) 

"Kalau saya pribadi menurut saya tidak 
terlalu gegabah ingin merubah suatu 
tatanan yang sudah sedemikian rupa, 
sedemikian lama, yang penting saya cuman 
harus belajar kalau misalnya memang saya 
pribadi orangnya pengen semuanya 
diberesin cepat, tapi ya Saya yang justru 
harus belajar bahwa ada birokrasi, ya 
birokrasinya dijalankan saja. Karena 
birokrasi yang ada itu untuk menghindari 
hukuman, atau fitnah segala macam, jadi 
itunya berguna cuman saya nggak 
berusaha untuk mempersingkat atau cari 
jalan pintas gitu nggak sih." (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

Terkait kepedulian manajemen terhadap pelaksanaan 
program budaya Keselamatan, maka manajemen akan 
memberikan reward dan konsekuensi. Sejauh ini reward 
masih dalam bentuk pujian berupa ucapan terimakasih, 
selain itu belum ada. Adapun konsekuensi/sanksi telah 
diberikan kepada pekerja rumah sakit yang belum/tidak 
melaksanakan budaya keselamatan. Konsekuensi yang 
diberikan sesuai dengan berat atau tidaknya pelanggaran 
yang dilakukan.  Bentuk konsekuensi dapat dalam bentuk 
surat teguran atau bentuk lain.  Sebagai contoh adalah ketika 
ada tenaga kesehatan yang pergi ke luar kota tanpa ijin 
atasan sehingga melanggar tata cara/prosedur perjalanan ke 
luar kota maka dikenakan sanksi berupa teguran dan denda 
untuk harus melakukan test PCR secara mandiri.  

“Bagi yang pergi keluar kota tanpa ijin ke 
atasan nanti ketahuan. Pas masuk, harus 
Tes Swab mandiri. Biaya sendiri.” (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

"Implementasi budaya keselamatan di 
Rumah Sakit ini baik, sehingga usaha untuk 
memberikan reward dan konsekuensi itu 
akan tetap jalan." (Manajemen RS, WM) 

"Untuk reward selama ini dapat lah pujian 
dari atasan, tapi kalau dalam bentuk yang 
lain mungkin belum ya." (Manajemen RS, 
WM) 

Perilaku kerja tidak aman yang pernah terjadi di lokasi 
penelitian adalah pernah ditemukan pekerja RS yang minum 
minuman keras di salah satu fasilitas rumah sakit, 
pemakaian alat pelindung diri yang kurang sesuai prosedur 
sehingga terjadi penularan penyakit COVID-19 pernah 
terjadi pada awal RS menjadi RS Rujukan COVID-19, yaitu 
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sekitar bulan April atau Mei 2020. Menyebabkan cidera dan 
kecelakaan saat bekerja. Pekerja bertugas saat merasa badan 
tidak bugar. Perilaku kerja tidak aman ini dikhawatirkan 
berdampak terhadap pelayanan kepada pasien dan rekan 
kerjanya karena produktivitas turun dalam memberikan 
pelayanan dan tertularnya penyakit COVID-19 pada pekerja 
RS lainnya. Pada saat kejadian, bila ada pihak diluar maka 
dapat menyampaikan perilaku tersebut kepada pihak luar RS 
lainnya lagi sehingga kejadian tersebut dapat tersebar luas. 
Ketika kejadian diketahui oleh masyarakat umum maka 
terjadi konsekuensi sosial yang berakibat pada citra RS yang 
menjadi buruk sehingga kepercayaan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan dan tenaga RS pun menjadi turun. 

Ada informan yang berpendapat bahwa ketika 
pekerja RS merasa terbeban dan over time lalu merasa 
kewalahan maka ia akan melakukan kesalahan dengan tidak 
mengikuti prosedur karena ingin menghemat waktu. 
Konsekuensi lainnya dari regulasi adalah ia menghindari 
prosedur yang rumit saat bekerja lalu menimbulkan risiko 
kecelakaan kerja pada yang lain. 

 
"Oh iya bisa Ibu memang, tergantung beban 
kerja seseorang, tentunya kan dengan 
beban kerja yang besar kewaspadaan 
dirinya akan berkurang, secara otomatis 
dia pasti akan bisa melakukan kesalahan, 
prosedur bisa tidak dia ikuti.” (Pekerja RS, 
FGD) 
 
 

5. Keterlibatan Personal (Partisipasi) 

Indikator keterlibatan personal (partisipasi) dinilai penting 
untuk mendukung program budaya keselamatan sesuai 
dengan regulasi dalam bentuk pedoman dan panduan yang 
ada sebagai acuan agar terciptanya lingkungan kerja yang 
aman untuk pekerja/petugas rumah sakit, pasien, maupun 
aman untuk pengunjung. Semua pihak yang berada di rumah 
sakit disemua tingkat dari manajemen maupun pelaksana di 
bidang/divisi memiliki peran yang sama untuk mendukung 
penerapan program budaya keselamatan di rumah sakit agar 
dapat berjalan dengan baik. Tetapi kontribusi masing-
masing bagian/divisi memang berbeda-beda seperti untuk 
pekerja klinis atau pekerja yang bersinggungan langsung 
dengan pasien memiliki pedoman aturan tersendiri yang 
tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) tahun 
2017. Dimana dalam PMK tahun 2017 ini tertulis bahwa 
semua rumah sakit wajib menyelenggarakan program 
keselamatan baik kepada pasien, rumah sakit, maupun 
pekerjanya sendiri.  

"Memang secara umum seluruh pekerja 
terlibat dalam Budaya Keselamatan." 
(Tenaga kesehatan RS, FGD) 

Keterlibatan tenaga kesehatan dalam implementasi program 
budaya keselamatan, salah satunya ketika ada pemeriksaan 
hasil laboratorium pasien yang tidak baik, maka dari pihak 
unit laboratorium langsung menginformasikan kepada 
tenaga medis untuk selanjutnya segera dilakukan 
penanganan. Jika melihat pekerja baik itu atasan maupun 
bawahan yang melakukan perilaku tidak aman akan segera 
diberi peringatan serta diingatkan agar kelalaian tersebut 
tidak diulangi di masa depan. Jadi ada upaya bersama untuk 
saling menjaga dan saling mengingatkan untuk keselamatan 
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bersama. Ada keleluasaan yang diberikan pada semua 
petugas untuk aktif memberikan informasi dan saling 
mengingatkan, walaupun dengan pihak yang level-nya jauh 
lebih tinggi.     

"Staf dikasih keleluasaan untuk aktif 
memberikan informasi dan saling 
mengingatkan walaupun dengan atasan 
kita." (Manajemen RS, WM) 

Keterlibatan personal dalam keselamatan dilakukan dalam 
bentuk sosialisasi dan monitoring atau saling mengawasi dan 
memperingatkan antar pekerja/tenaga kesehatan apabila 
ada perilaku yang tidak aman dengan mengingatkan tugas 
dan fungsinya dari masing-pekerja, sosialisasi hasil 
monitoring dan evaluasi dari K3 rumah sakit, manajemen 
mutu. Jadi antar pekerja saling mengingatkan untuk tetap 
mengimplementasikan Budaya Keselamatan, oleh karena itu 
dalam hal ini semua pekerja terlibat. Bentuk monitoring yang 
rutin, yaitu dengan cara kontrol rutin, sosialisasi, kemudian 
audit terhadap kepatuhan terutama dalam hal kepatuhan 
terhadap protokol kesehatan pada masa pandemi ini, 
misalnya dalam penggunaan APD. Kemudian inovasi yang 
dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak IT Rumah Sakit 
sedang merencanakan membuat model zoom meeting secara 
rutin untuk koordinasi antar pekerja terutama pekerja klinis 
tanpa harus dilakukan secara tatap muka langsung, yang 
tidak lain tujuanya adalah untuk meningkatkan budaya 
keselamatan bersama.  

"Untuk Budaya Keselamatan yang saat ini 
sudah berjalan cukup baik ya, cukup baik, 
tetapi tetap kita di staf itu harus tetap 
memonitor atau tetap melakukan 
monitoring terhadap mereka." (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

"Kita mau mencoba juga model kayak zoom 
gitu, mungkin kita lakukan rutin, jadi tidak 
harus tatap muka, setiap saat bisa dibuka 
oleh teman-teman untuk mengingatkan 
untuk saling berpesan kepada teman-teman 
untuk meningkatkan Budaya 
Keselamatan." (Tenaga kesehatan RS, 
FGD). 

Pekerja rumah sakit bersama para kontraktor dapat 
melakukan proses komunikasi yang nyaman diantara 
mereka. Mereka berusaha menyampaikan teguran atau 
mengingatkan dengan cara yang sopan dan jauh dari budaya 
saling menyalahkan. Akan tetapi, ada pekerja dan kontraktor 
RS yang terkena teguran merasa malu dan merasa tidak 
nyaman karena telah melakukan perilaku kerja tidak aman 
sebab ia sadar sudah melakukan sesuatu yang dapat 
berakibat buruk pada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. 

 
6. Pelatihan Keselamatan 

Pelatihan yang telah dilakukan oleh rumah sakit seperti 
pelatihan K3 diadakan untuk membekali, mendukung, 
meningkatkan, mengembangkan kemampuan pekerja 
mengenai K3. Pelatihan merupakan salah satu cara 
manajemen rumah sakit mengkomunikasikan kebijakan 
masalah keselamatan kerja dan praktiknya kepada pekerja. 
Pelatihan yang diadakan biasanya ada 2 macam yaitu: 
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pelatihan rutin dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. 
Pelatihan rutin dilaksanakan 1-3 bulan sekali. Pelatihan rutin 
biasa mengenai prosedur pelaksanaan pekerja dan 
pengetahuan tentang bahaya bahaya yang ada disekitar 
mereka serta cara pencegahannya. Dalam upaya 
meminimalisir terjadiya peristiwa yang tidak diinginkan 
maka setiap tenaga kerja juga dibekali dengan SPO tentang 
budaya keselamatan yang mengacu pada pedoman nasional 
tentang budaya keselamatan, misalnya terkait keselamatan 
pasien terdapat dalam Undang Undang Keselamatan Pasien 
atau prosedur keselamatan, begitu juga terkait employee 
safety juga dijelaskan oleh K3 RS mengenai pedoman 
nasional tentang keselamatan pekerja. Oleh karena itu sejauh 
ini rumah sakit berkontribusi penuh baik pada pasien safety 
maupun employee safety, selain itu juga membuat role 
model terkait implementasi Budaya Keselamatan.  Selain 
pelatihan rutin juga ada pelatihan yang sesuai dengan 
kebutuhan dan permasalahan yang terjadi, misalnya ada 
kasus kesalahan dalam penggunakan APD. 

"Kita membuat suatu pedoman, panduan, 
prosedur tentang keselamatan pasien." 
(Tenaga kesehatan RS, FGD) 

Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja maka 
pihak rumah sakit melakukan pelatihan untuk semua devisi 
sesuai dengan bidang dan kebutuhannya. Pelatihan ini 
dilakukan secara rutin baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sebelum adanya COVID-19 pelatihan dilakukan 
secara offline, tetapi semenjak pandemi COVID-19 menurut 
informan pelatihan dilakukan secara online melalui zoom. 
Topik pelatihan yang sekarang lebih banyak mengenai 
pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan persiapan 
sebagai rumah sakit covid. Secara umum pelatihan 
difokuskan pada pencegahan dan pengendalian infeksi, 
misalnya pelatihan mengenai hand hygine, pemakaian dan 
pelepasan APD, penanganan limbah, penanganan linen, 
serta penggunaan APAR (Alat Pemadam Kebakaran). Fokus 
pelatihan pada saat sebelum dan saat pandemi sebenarnya 
hampir saja, bedanya hanya terletak pada penggunaan APD, 
pada saat pandemi COVID ada pelatihan penggunaan cover 
all level 3, level 2, level 1, tetapi untuk sebelum COVID-19 
penggunaan APD hanya pada pemakaian masker dan sarung 
tangan. Untuk pelatihan yang lebih banyak praktek 
dilakukan secara offline dengan langsung mempraktikkan.  

 
“Adanya pelatihan-pelatihan secara 
langsung dan tidak langsung, adanya 
sosialisasi rutin yang dilaksanakan 3 bulan 
sekali terkait kepatuhan terhadap SPO, 
pedoman panduan atau prosedur kerja, 
adanya pelatihan atau orientasi terhadap 
pekerja baru, adanya pelatihan mengenai 
aturan-aturan untuk menciptakan Budaya 
Keselamatan, serta adanya refreshing 
terhadap beberapa kerja. Yang semuanya 
itu merupakan kontribusi program Budaya 
Keselamatan dalam meningkatkan perilaku 
selamat dan mengurangi perilaku tidak 
selamat.” (Tenaga Kesehatan RS, FGD) 
 
“...Pelatihan difokuskan pada pencegahan 
dan pengendalian infeksi, misalnya 
pelatihan mengenai hand hygine, 
pemakaian dan pelepasan APD, 



LPPM UNIVERSITAS ESA UNGGUL 
(Profil Ringkasan LITABMAS) 

18 

penanganan limbah, penanganan linen, 
serta, penggunaan APAR (Alat Pemadam 
Kebakaran...” (Tenaga Kesehatan RS, FGD) 

Menurut beberapa informan mereka sudah mendapatkan 
pelatihan. Pelatihan terakhir yang sudah diikuti sekitar 1 
bulan yang lalu. Pelatihan yang diikuti mengenai standar 
perilaku pada saat bekerja, pedoman kerja, standar kerja, 
pelanggaran-pelanggaran, serta dampak yang terjadi jika 
melakukan pelanggaran tersebut baik terhadap individu 
maupun lingkungan kerja.   

“...menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, 
dimana bahaya yang ditimbulkan itu 
berbeda pada saat rumah sakit umum 
dengan rumah sakit covid, sehingga 
dilakukan pelatihan secara terus menerus 
kurang lebih sekitar 1 bulan sampai 1,5 
bulan terkait dengan standar perilaku pada 
saat bekerja, pedoman kerja, standar kerja, 
pelanggaran-pelanggaran, serta dampak 
yang terjadi jika melakukan pelanggaran 
tersebut baik terhadap individu maupun 
lingkungan kerja.” (Tenaga kesehatan RS, 
FGD) 

7. Peran Akreditasi Rumah Sakit 

Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam 
dari ketiga rumah sakit menunjukkan bahwa pendapat dari 
seluruh informan tentang peran akreditasi rumah sakit 
adalah sangat penting dan dibutuhkan dalam melakukan 
implementasi budaya keselamatan di rumah sakit. 
Akreditasi menjadi penting karena mendorong seluruh level 
pekerja di RS menilai dirinya sudah memenuhi standar yang 
mendukung budaya keselamatan kerja atau berperilaku 
aman. 

“Sangat berpengaruh, karena poin 
akreditasi mendukung implementasi 
budaya keselamatan di Rumah Sakit.” 
(Tenaga Kesehatan RS, FGD) 

 
“Baik menurut saya bagus sekali. Saya 
begitu datang ke sini, dua minggu duduk 
saya bilang 'mari kita lakukan akreditasi'. 
Kaget mereka. 'kok dokter tiba tiba nyuruh 
akreditasi, kenapa', saya bilang karena 
apa, kalau nggak nggak terakreditasi 
nggak terukur kamu sudah sampai kemana. 
yang perlu diperbaiki yang mana. itu 
menurut saya perlu untuk di akreditasi. 
kalau tidak diakreditasi, orang ya I'm fine, 
padahal ternyata setelah diukur ternyata 
kita jelek banget...” (Pekerja RS, WM) 

 
Akreditasi RS juga menjadi penting sebab mendorong 
manajemen memperhatikan aspek RS di luar pelayanan 
kepada pasien yang secara tidak langsung membuat rumah 
sakit berusaha untuk meningkatkan perbaikan di segala 
aspek. Contoh aspek yang menjadi lebih mendapat perhatian 
dalam implementasi K3RS adalah Panduan Kondisi Darurat 
Bencana. 

 
Iya, tentunya akreditasi sangat berperan 
penting dalam implementasi khususnya 
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tentang K3  ya, karena ada item-item 
regulasi yang diminta ada di SNARS gitu, 
yang mungkin sebelumnya belum 
mendapat perhatian dari manajemen 
karena masih fokus pada pelayanan, tapi 
karena akreditasi mau nggak mau mereka 
harus menjalankan gitu. Dan dari secara 
spesifik misalnya contohnya regulasi ya 
Dok ya yang dulu sebelumnya kita belum 
ada panduan kondisi darurat bencana 
belum disahkan, sudah disusun tapi belum 
disahkan, timnya sudah ada tapi belum 
aktif, nah setelah ada akreditasi itu pelan-
pelan dijalankan gitu, itu contohnya kalau 
di K3.” (Pekerja RS, FGD) 

 
Akreditasi RS yang digunakan oleh salah satu RS yang 
menjadi lokasi penelitian adalah Akreditasi JCI (Joint 
Commission International), sementara dua RS lainnya 
menggunakan akreditasi KARS. Akreditasi RS dimulai 
dengan penilaian diri dari seluruh pekerja RS terhadap 
pemenuhan standar terkait budaya keselamatan kerja. 
Perbaikannya melalui proses review terhadap para pekerja. 
Menurut salah satu informan, review atau evaluasi, baik RS 
yang menerapkan akreditasi JCI maupun KARS, sebaiknya 
terus melakukan evaluasi segala aspek terkait akreditasi RS 
sehingga terpantau hal yang perlu diperhatikan. Tujuannya 
agar segala sesuatunya berjalan sesuai regulasi yang ada 
sehingga mutu layanan dan keselamatan pasien dan pekerja 
RS tetap terjaga. 

 
“..., jadi saya mengharapkan kalau bentuk 
apapun akreditasi baik ISO maupun JCI, 
perlu sekali melakukan evaluasi yang 
berulang. nggak cuman dapat akreditasi 
yaudah biarin aja, menurut saya harus ada 
tinjauan lagi, apakah orang ini masih on the 
track apa tidak. menurut saya. karena saya 
ISO itu 6 bulan sekali, waduh dinilai lagi ini. 
jadi lama lama sudah sudah terinternalisasi 
bahwa ini memang harus gua kerjain...” 
(Manajemen RS, WM) 

 
“...evaluasinya mau nggak mau kan harus 
kita kawal terus ya, akreditasi kan 
sebetulnya proses gitu, proses yang 
terstandat, kemudian di akhirnya dipotrait 
pencapaian standarisasinya itu sampai di 
mana gitu kan ya sesuai atau nggak. Nah 
tentunya kalau kita sudah terakreditasi ya 
pastinya sesuai dengan standar ya, kalau 
kita nggak pernah terakreditasi kita kan 
nggak pernah tahu ya rasanya saja 
terstandar, kalau rasanya kan bisa macam-
macam. Karena kan kita ada 1 komite mutu 
ya terkait keselamatan pasien kan ya, jadi 
dia juga mempunyai KPI, KPI bagaimana 
menjaga mutu dan keselamatan pegawai di 
kita, pastinya dia akan bikin telaahan, 
kajian, rekomendasi kepada Bu Dirut gitu 
ya, ini ternyata nih mulai kendor misalnya 
gitu,...” (Manajemen RS, WM) 

 
Salah satu temuan dalam evaluasi yang cukup meresahkan 
para pekerja RS adalah saat pekerja RS dan petugas 



LPPM UNIVERSITAS ESA UNGGUL 
(Profil Ringkasan LITABMAS) 

20 

kesehatan RS yang kurang memperhatikan keamanan 
dirinya dan temannya dengan tetap bekerja sewaktu sakit. 
Perilaku ini menyebabkan orang-orang yang bekerja 
dengannya akan tertular penyakitnya (COVID-19) sehingga 
mereka kekurangan tenaga dan menambah beban kerja 
pekerja RS yang lain karena menggantikan pekerja yang 
sedang dirawat. Temuan lainnya, masa pandemi covid ini 
menyebabkan petugas kesehatan harus berkerja tanpa cuti 
karena diminta untuk selalu siap bertugas dan memberikan 
yang terbaik. Di sisi lain, hal ini membuat para pekerja 
menilai dirinya bekerja over time kemudian merasa stress 
dan merasa tidak aman untuk bekerja di tempatnya sendiri 
yang akhirnya menambah beban kerja.  

Langkah akreditasi setelah review adalah menindaklanjuti 
hasil temuan. Pada umumnya, manajemen RS 
menindaklanjuti dengan membuat regulasi yang 
berhubungan temuan dengan pemenuhan keterampilan 
pekerja dengan pelatihan, misal pelatihan menggunakan alat 
pelindung diri yang benar dan efektif, dan pemenuhan 
sarana prasarana rumah sakit seperti menambah ruangan 
untuk petugas kesehatan membersihkan diri setelah 
bertugas. Salah satu informan, menyatakan bahwa cara 
mengatasi lingkungan kerja stress dengan mengadakan 
gerakan peregangan yang mudah setiap hari dengan jadwal 
tertentu. Pada akhirnya, seluruh perbaikan dan tindak 
lanjutnya bermuara membangun budaya keselamatan yang 
merupakan salah satu langkah awal dalam mencapai 
keselamatan pasien dan pekerja rumah sakit. 

"Ya sangat bermanfaat Dokter, jadi 
memang di dalam akreditasi itu sendiri 
mengatur tentang keselamatan-
keselamatan ini ya dalam kita bekerja. 
Artinya tiap-tiap point akreditasi memang 
sudah mencakup untuk kita bekerja itu 
dengan aman dan pasiennya juga aman. 
Salah satunya adalah tadi resiko-resiko 
jatuh Dokter, dimana disitu diatur point-
pointnya, nah itu memang tentunya kalau 
kita mengikuti standar akreditasi maka 
perilaku kita akan berubah menjadi lebih 
aman gitu, lebih safety gitu Dokter." 
(Manajemen RS, WM) 

 
Adanya komite mutu dan keselamatan 
pasien yang menjaga mutu serta 
keselamatan pasien dan pegawai yang 
akan membuat laoran kepada bu Dirut 
kemudian akan dilakukan intervensi 
tergantung hasil kajian. Dengan adanya 
akreditasi, kita jadi tahu apakah sudah 
mencapai target atau masih jauh. (Pekerja 
RS, WM) 

Apapun jenis akreditasinya, pada dasarnya 
diperlukan karena manusia tidak mau 
diawasi. Sehingga review akreditasi 
diperlukan paling tidak setiap tahun 
(Manajemen RS, WM) 

 
Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
akreditasi RS berperan mendorong untuk 
terlaksananya/terciptanya budaya keselamatan menjadi 
lebih baik melalui semua indikator budaya keselamatan. 
Menurut informan pada hasil FGD dan WM dari keenam 
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indikator yang dirasakan paling penting terkait akreditasi 
dan budaya keselamatan adalah kepemimpinan, pelatihan 
dan lingkungan kerja. Akreditasi RS mendorong komitmen 
kepemimpinan atau manajemen RS memiliki kemauan dan 
memutuskan melakukan evaluasi atau penilaian secara 
berulang terhadap segala aspek yang mempengaruhi budaya 
keselamatan RS dan mutu pelayanan RS. Keputusan 
tersebut juga melingkupi tindak lanjut dari hasil penilaian 
tersebut yang dapat berupa adanya regulasi baru, 
komunikasi dalam melakukan review dan sosialisasi, 
terlaksanya pelatihan dan peningkatan/perbaikan sarana 
dan prasarana untuk menciptakan lingkungan yang aman 
untuk pasien dan keluarganya, pekerja termasuk 
outsourcing dan kontraktor serta pengunjung rumah sakit. 

 
"Sangat berkaitan, karena adanya 
akreditasi otomatis kita meningkatkan ya, 
selalu berusaha untuk meningkatkan 
perbaikan-perbaikan, kemudian review 
materi-materi yang memang perlu 
diketahui oleh seluruh pekerja, kemudian 
ketrampilan-ketrampilan yang harus 
dipenuhi oleh seluruh pekerja, kemudian 
juga tentang sarana prasarana yang harus 
disiapkan oleh perusahaan dalam kegiatan 
akreditasi seperti itu." (Manajemen RS, 
WM) 

 
Pelatihan yang gencar dilakukan manajemen atas review 
terkait akreditasi RS. Pelatihan diharapkan meningkatkan 
kemampuan pekerja RS sehingga dapat menjaga 
keselamatan dirinya dan rekan kerja atau teman sejawatnya. 
Pelatihan sebaiknya berulang seperti monitoring evaluasi 
untuk penyegaran keterampilan para pekerja RS. 

 
“Sewaktu menjelang akreditasi itu banyak 
banget diadakan pelatihan. Gapapa 
mengikuti pelatihan terus. Tapi setelah 
akreditasi, belum ada lagi.” (Tenaga 
Kesehatan RS, FGD) 

 
Lingkungan kerja di rumah sakit dalam situasi pandemi 
sangat dibantu oleh standar yang ada pada akreditasi RS 
sehingga lingkungan kerja menjadi aman dan nyaman. 
Akreditasi RS terkait implementasi budaya keselamatan 
membuat manajemen RS mencari cara agar seluruh pekerja 
RS patuh pada peraturan, misal menggunakan APD dengan 
benar dan melakukan urutan kebersihan diri sesuai prosedur 
terkait dengan penularan COVID-19.  

 
“...Jadi salah satu bentuk dalam 
membudayakan budaya keselamatan yaitu 
melalui akreditasi juga, jadi membuat 
beberapa orang itu patuh. Hal yang tidak 
sesuai dengan nilai akreditasi maka 
akreditasi kita tidak akan bisa tercapai 
paripurna...” (Manajemen RS, WM) 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator budaya 
keselamatan yang telah diterapkan di rumah sakit terakreditasi 
selama pandemi COVID-19 antara lain komitmen manajemen 
(kepemimpinan), komunikasi keselamatan, aturan dan prosedur 
(regulasi), lingkungan kerja yang mendukung, keterlibatan personal 
(partisipasi), dan pelatihan keselamatan. Hal tersebut sesuai 
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dengan beberapa indikator budaya keselamatan hasil modifikasi 
teori Cooper (2016) dan kematangan budaya keselamatan oleh 
Liana et al. (2022).  

Diketiga rumah sakit menunjukkan bahwa rumah sakit telah 
memiliki program budaya keselamatan dan K3RS. Saat COVID-19 
hadir, rumah sakit sudah mempersiapkan diri untuk melakukan 
perubahan baik dari segi regulasi dan lingkungan kerja dalam 
menghadapi pandemi diikuti dengan komitmen kepemimpinan, 
partisipasi keselamatan pekerja, penerapan komunikasi 
keselamatan dengan baik dan melaksanakan pelatihan-pelatihan 
mendukung keselamatan selama pandemi COVID-19. Hal ini 
sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa budaya keselamatan 
rumah sakit terakreditasi dalam kategori baik (Liana et al., 2022). 
Budaya keselamatan yang baik berhubungan dengan performa 
keselamatan yang baik (Morello et al., 2013; Singer et al., 2009) 

sedangkan budaya keselamatan mempengaruhi kepatuhan pekerja 
atau tenaga kesehatan dalam berperilaku aman (Agnew et al., 2013; 
Institute for Quality of Life Sodexo, 2017; Law et al., 2013). 

Gambaran budaya keselamatan selama pandemi di rumah sakit 
terakreditasi dilakukan secara kualitatif untuk melihat dari segi 
persepsi pekerja. Hal ini sejalan dengan Wiegmann, et al. (2004) 
yang menyatakan iklim/budaya keselamatan bersifat lebih dinamis 
dan berubah tergantung jenis keadaan lingkungan tertentu. Iklim 
merupakan ukuran budaya sementara atau potret untuk melihat 
budaya keselamatan (Hodgen et al., 2017). Iklim keselamatan 
menggambarkan persepsi pegawai terhadap kebijakan organisasi 
prosedur dan praktik yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan 
membantu seluruh pekerja untuk memahami prioritas yang 
diberikan untuk manajemen keselamatan kerja dan keselamatan 
pasien (Currie, 2007; Flin, 2007; HSE, 2002; National Healthcare 
System, 2010).  

Para informan menyebutkan peran pimpinan rumah sakit sangat 
penting dalam mendukung keberhasilan program budaya 
keselamatan, namun dalam membuat regulasi agar lebih rinci 
sehingga tidak ada salah penafsiran/persepsi dari pekerja. Hal ini 
sesuai dengan kepemimpinan adalah suatu sikap berbasis visi dan 
melaksanakan rencana strategis dengan tujuan membentuk budaya 
keselamatan (McKean & Snyderman, 2019). Hal ini sesuai dengan 
strategi meningkatkan budaya keselamatan antara lain membentuk 
badan keselamatan pasien, melakukan walkarounds leadership, 
memberikan edukasi tentang dasar-dasar keselamatan, root causes 
analysis (RCA), melakukan pelaporan dan analisis kasus, 
melaksanakan kerjasama dan komunikasi, serta memiliki kebijakan 
dan prosedur keselamatan (Devkaran & O’Farrell, 2014).  

Komitmen dilakukan juga dengan pembagian tugas dan tanggung 
jawab semua pekerja sudah ada, jelas dan penerapannya 
berdasarkan kebijakan untuk mewujudkan budaya keselamatan 
rumah sakit. Pemimpin telah memberi respon yang cepat tanggap 
terhadap permasalahan yang disampaikan oleh bawahan terkait 
perbaikan. Hal ini sesuai bahwa budaya pelayanan kesehatan telah 
membuat semua individu bertanggungjawab menangani error atau 
KTD yang menimpa pasien yang berada dalam asuhan mereka 
(Meyer, 2010). Komitmen pimpinan lainnya dapat diwujudkan 
dengan menghentikan dan mencegah budaya saling menyalahkan 
antara pekerja rumah sakit dengan memberi contoh saat 
memberikan himbauan kepada pekerja. Hal ini sesuai bahwa just 
culture mengakui individu tidak seharusnya bertanggungjawab atas 
kegagalan sistem diluar kendali (Meyer, 2010).  

Budaya keselamatan yang terintegrasi membutuhkan 
kepemimpinan kuat dari manajemen, peningkatan keterlibatan 
pekerja, dan partisipasi keselamatan (Burkgren, 2018). 
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Pengembangan budaya keselamatan yang positif di tempat kerja, 
perubahan teknologi, pelaksanaan SMK3 dapat menurunkan angka 
insiden keselamatan. Perbaikan kepatuhan teknologi dengan 
melakukan supervisi kepada pekerja dan menerapkan SMK3 yang 
dibutuhkan untuk mengembangkan budaya keselamatan yang 
positif (Kim et al., 2016). 

Para informan menyampaikan pentingnya peran komunikasi sangat 
mendukung keberhasilan program budaya keselamatan. 
Komunikasi di rumah sakit biasanya dilakukan dalam bentuk 
sosialisasi, misal sosialisasi program budaya keselamatan termasuk 
budaya K3 kepada semua pekerja termasuk outsourcing, kontraktor 
RS. Sosialisasi yang bersifat rutin dilaksanakan setiap tahun dari 
masing-masing unit/divisi yang terkait orientasi umum dan khusus 
kepada pekerja baru program budaya keselamatan.  Sosialisasi yang 
bersifat insidentil dilakukan jika sifatnya mendesak dan darurat 
seperti adanya insiden tertusuk jarum dengan adanya kejadian 
tersebut harus segera dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan 
limbah benda tajam. Selain itu dilakukan refreshing bagi para 
pekerja lama yang berkaitan adanya pembaharuan dan sebagainya. 
Setelah dilakukan sosialisasi, dilanjutkan dengan umpan balik 
(feedback) melalui rapat/pertemuan dan evaluasi penilaian untuk 
perbaikan. 

Hal ini sesuai dengan pengertian komunikasi adalah tindakan yang 
dilakukan seseorang untuk memberi dan/atau menerima informasi 
tentang kebutuhan, keinginan, persepsi, pengetahuan, atau 
pernyataan afektif seseorang (Velentzas & Broni, 2014). Kesalahan 
dalam berkomunikasi antar profesional pemberi asuhan (PPA) 
berisiko terjadinya insiden keselamatan pasien sehingga diperlukan 
pelatihan. Hal ini sesuai dengan Yu et al. (2018) bahwa pelatihan 
bertujuan membekali pekerja dengan pengetahuan, keterampilan, 
sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam mencapai budaya 
keselamatan. Berbicara (speak up) dilakukan sebagai bentuk 
komunikasi keselamatan pasien agar terhindar dari bahaya 
(Schwappach & Richard, 2018). Beberapa penelitian melaporkan 
hubungan positif antara speak up dengan keselamatan pasien 
(Davenport et al., 2007; Okuyama et al., 2014). Budaya keselamatan 
yang positif memiliki kriteria berupa adanya persamaan persepsi 
mengenai pentingnya keselamatan, terjalin komunikasi saling 
percaya dalam melakukan upaya pencegahan (A. Wagner et al., 
2018; C. Wagner et al., 2014), antar pekerja membicarakan 
informasi keselamatan dan disebarluaskan ke masing-masing unit 
(Health and Safety Executive, 2013). 

Para informan menyebutkan pentingnya aturan dan prosedur 
(regulasi) sebagai acuan dalam mendukung penerapan dan 
keberhasilan program budaya keselamatan rumah sakit. Sesuai 
dengan penelitian Sunindijo menunjukkan bahwa adanya 
penegakan aturan dan prosedur keselamatan yang ketat, 
lingkungan kerja yang mendukung dan kondusif, serta dukungan 
dari pemangku kepentingan untuk menerapkan kesehatan dan 
keselamatan dalam bekerja (Sunindijo et al., 2019).  

Hal ini terlihat dari adanya pedoman terkait keselamatan, 
kesehatan dan keamanan lingkungan. Selanjutnya pedoman dan 
panduan ini di turunkan dengan adanya SPO di setiap bagian atau 
divisi yang ada dirumah sakit.  Namun terdapat masalah rantai 
prosedur dalam SPO dan birokrasi jangan berbelit, agar sebaiknya 
diperpendek tetapi tetap memprioritaskan keamanan (safety) agar 
memudahkan pekerja untuk bekerja dengan cepat dengan hasil 
yang maksimal. Sesuai regulasi tersebut, ada beberapa tugas dari 
tenaga kesehatan yang utama dalam melaksanakan program budaya 
keselamatan ini. Regulasi sudah sebelum munculnya pandemi 
tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 memperlihatkan bahwa 
regulasi tentang budaya keselamatan di rumah sakit menjadi lebih 
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penting untuk mencegah tertularnya penyakit COVID-19 kepada 
pasien, keluarga dan pekerja khususnya tenaga kesehatan. Regulasi 
diberlakukan kepada seluruh pekerja baik itu tenaga medis maupun 
non medis, pekerja tetap maupun tidak tetap bahkan outsourcing.  

Regulasi terkait budaya keselamatan di rumah sakit juga mengatur 
tentang tugas dan tanggungjawab dari masing-masing pelaksana 
sampai kepada tingkat pengambil keputusan (manajemen rumah 
sakit).  Regulasi yang dibuat dan diterapkan perlu juga dilakukan 
pemutakhiran berupa evaluasi atau review secara berkala sesuai 
dengan kondisi. Sebagai contoh, informan menyampaikan bahwa 
untuk mencegah penularan maka makanan petugas kesehatan dari 
prasmanan diganti menjadi nasi box. Regulasi yang dibuat juga 
harus detail dan disosialisasikan kepada pekerja agar tidak salah 
persepsi atau penafsiran sehingga melakukan perilaku tidak aman. 
Contoh regulasi yang tidak rinci adalah tidak ada definisi tentang 
luar kota. Hal ini menyebabkan bagian SDM akan melakukan 
sosialisasi ulang terkait kebijakan mengenai larangan pergi ke luar 
kota bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 secara 
lebih detail/rinci dengan hitungan jarak (kilometer). Hal ini sesuai 
dengan Health and Safety Policy mengemukakan bahwa kebijakan 
kesehatan dan keselamatan wajib dimiliki oleh tempat kerja. 
Kebijakan yang dibuat harus menyatakan komitmen dalam 
mengupayakan keselamatan. Kebijakan keselamatan merupakan 
dokumen penting untuk menunjukkan bahwa organisasi mengelola 
tanggung jawab, kepemimpinan dan juga komitmen untuk 
keselamatan (European Union Agency for Railways, 2018). 

Pada hasil WM dan FGD juga menunjukkan lingkungan kerja pada 
ketiga rumah sakit sudah disesuaikan dengan kondisi adanya 
COVID-19, sehingga adanya bangsal khusus menerima pasien 
COVID-19. Beberapa informan dalam FGD mengakui bahwa 
terkadang masih ada lingkungan kerja yang berbahaya dan perlu 
secepatnya melakukan beberapa pembenahan. Tetapi terkadang 
terhambat dengan adanya birokrasi yang panjang. Kondisi ini 
menimbulkan persepsi bahwa pihak manajemen rumah sakit 
dianggap kurang tanggap dan lamban dalam menanggulangi 
kondisi tersebut. Lingkungan kerja yang kondusif dan fasilitas yang 
tersedia dapat mendukung terlaksananya budaya keselamatan 
sehingga mengurangi kejadian atau kasus yang berakibat fatal baik 
terhadap pasien, pekerja, keluarga dan kontraktor (pihak ketiga). 
Implementasi budaya keselamatan dilakukan dengan saling 
respect, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. 
Kepedulian manajemen rumah sakit terhadap penempatan khusus 
bagi para pekerja yang mempunyai komorbid, kondisi hamil, sarana 
penginapan (safe house). Begitu juga adanya pemenuhan 
kebutuhan untuk para pasien terkait sarana prasarana, sehingga 
pasien dan pekerja runah sakit merasa aman.  

Kondisi kerja merupakan lingkungan kerja dan semua keadaan yang 
mempengaruhi pekerja di tempat kerjanya meliputi aspek fisik, hak 
hukum, tanggung jawab organisasi, dan beban kerja (Ali et al., 
2013). Pihak manajemen, sesuai penjelasan beberapa informan 
telah mempunyai sistem reward dan konsekuensi. Namun sejauh 
ini, pada umunya reward masih dalam bentuk pujian berupa 
ucapan terimakasih. Adapun konsekuensi/sanksi telah diberikan 
kepada pekerja rumah sakit yang belum/tidak melaksanakan 
budaya keselamatan, misalnya tenaga kesehatan yang melanggar 
prosedur perjalan keluar kota tanpa ijin atasannya selama berhari-
hari, sehingga diberi sanksi untuk melakukan test swab PCR secara 
mandiri. Hal ini sesuai gaya kepemimpinan transaksional yaitu 
kepemimpinan fokus pada tugas dan penyelesaian tugas spesifik 
dan memberikan motivasi berupa reward dan punishment kepada 
karyawan (Chan, 2014). Lingkungan kerja mempengaruhi budaya 
keselamatan yang dilakukan oleh tim keselamatan pasien berupa 
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pengawasan terhadap penatalaksanaan asuhan (Ramli, 2010 dalam 
Zain dan Erwin 2013).  

Pada indikator partisipasi, para informan menyampaikan bahwa 
sudah ada keterlibatan pekerja disemua level dari tingkat 
manajemen maupun pelaksana pada masing-masing unit 
layanan/fungsi dalam mendukung program budaya keselamatan 
sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Masing-masing pekerja 
mempunyai kontribusi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung 
jawabnya. Terdapat juga mekanisme saling mengingatkan antar 
pekerja baik rekan kerja, atasan dan bawahan sampai tenaga 
outcourcing, kontraktor terutama dalam hal kepatuhan terhadap 
protokol kesehatan pada masa pandemi ini, misalnya dalam 
penggunaan APD dan sebagainya. Kemudian inovasi yang 
dilakukan bersama pihak TI (tehnik informasi) rumah sakit agar 
koordinasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan 
budaya keselamatan bersama. Perilaku transformasional 
menciptakan budaya dimana keselamatan dan kualitas dihargai, 
mendorong aliran informasi yang bebas dan berkontribusi pada 
pemecahan masalah yang konstruktif dibandingkan blame culture 
(McKean & Snyderman, 2019). Partisipasi keselamatan 
mendeskripsikan keterlibatan individu dalam meningkatkan 
lingkungan yang mendukung keselamatan misal berpartisipasi pada 
kegiatan sukarela keselamatan, membantu pekerja lainnya terkait 
dengan isu keselamatan dan menghadiri pertemuan keselamatan 
(Griffin & Curcuruto, 2016). 

Pada indikator pelatihan, para informan menyampaikan bahwa 
pelatihan yang diadakan biasanya ada 2 (dua) macam yaitu 
pelatihan rutin dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
permasalahan yang terjadi, misalnya ada kasus kesalahan dalam 
penggunakan APD. Setiap pekerja juga dibekali dengan SPO tentang 
budaya keselamatan yang mengacu pada pedoman nasional tentang 
budaya keselamatan, misalnya terkait patient safety begitu juga 
terkait employee safety sebagai bukti rumah sakit berkontribusi 
penuh baik pada pasien safety maupun employee safety, selain itu 
juga membuat role model terkait implementasi budaya 
keselamatan. Sebelum adanya COVID-19 pelatihan dilakukan 
secara offline, tetapi semenjak pandemi menurut informan 
pelatihan dilakukan secara online zoom meeting. Topik pelatihan 
sesuai kebutuhan rumah sakit, misal yang sekarang lebih banyak 
tentang persiapan sebagai rumah sakit COVID-19. Secara umum 
pelatihan difokuskan pada pencegahan dan pengendalian infeksi, 
misalnya pelatihan mengenai hand hygiene, pemakaian dan 
pelepasan APD, penanganan limbah, penanganan linen, serta 
penggunaan APAR (Alat Pemadam Kebakaran).  

Fokus pelatihan pada saat sebelum dan saat pandemi hampir sama, 
bedanya hanya terletak pada penggunaan APD, pada saat pandemi 
COVID-19 ada pelatihan penggunaan cover all level 3, level 2, level 
1, tetapi sebelum pandemi COVID-19 penggunaan APD hanya pada 
pemakaian masker dan sarung tangan. Untuk pelatihan yang lebih 
banyak praktik dilakukan secara offline. Hal ini sesuai dengan 
penyelesaian masalah keselamatan pasien dengan kolaborasi antar 
staf klinis dan pimpinan. Komitmen organisasi berupa 
kepemimpinan ditunjukkan dengan menyediakan sumber daya 
seperti staf, pelatihan, pelaporan yang aman dan lainnya guna 
penanganan terkait keselamatan (KARS, 2018). Upaya mewujudkan 
patient centered care (PCC) adalah pelatihan kepada dokter supaya 
lebih perhatian, informatif dan empatik demi tercapainya tujuan 
kerjasama, solidaritas, empati, dan kolaborasi serta mendorong 
pasien untuk berpartisipasi dalam asuhannya (Institute of 
Medicine, 2001). Pelatihan di rumah sakit merupakan tindak lanjut 
upaya perbaikan dalam meningkatkan kemampuan pekerja 
memenuhi standar akreditasi khususnya yang berhubungan dengan 
program budaya keselamatan. Pimpinan rumah sakit harus 
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mengidentifikasi kebutuhan pelatihan apa saja yang diperlukan 
oleh pekerja khususnya pada pandemi COVID-19. Pelatihan 
dilakukan secara rutin (orientasi pekerja baru) dan berkala. 
Monitoring evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pekerja. Hal 
ini sesuai dengan pelatihan sebagai proses terencana untuk 
memodifikasi sikap, pengetahuan atau perilaku dan keterampilan 
untuk mencapai kinerja yang efektif melalui pengalaman belajar 
(Manpower Services Commission, 1981; Masadeh, 2012).  

Pada hasil FGD dan WM, menurut para informan peran akreditasi 
sangat penting dalam mendukung implementasi budaya 
keselamatan rumah sakit. Dari keenam indikator yang dirasakan 
penting terkait akreditasi dan budaya keselamatan adalah 
kepemimpinan, pelatihan dan lingkungan kerja. Akreditasi 
mendorong seluruh level pekerja untuk memenuhi standar dalam 
memberikan layanan yang berfokus pada mutu dan keselamatan 
dan berperilaku aman dalam menjalani tugas sehari-hari. 
Akreditasi juga mendorong manajemen rumah sakit dalam 
meningkatkan perbaikan dan melakukan review terhadap segala 
aspek yang terkait dengan keselamatan, kesehatan pasien dan 
pekerja. Hal ini terutama dirasakan saat menghadapi pandemi 
COVID-19. Manajemen/pimpinan rumah sakit dalam 
mempertahankan mutu dan keselamatan setelah kelulusan 
akreditasi melakukan management walkthrough dibantu oleh 
kepala unit dan komite/tim seperti KKPRS, K3RS, PPI, dan 
sebagainya yang mempunyai KPI (Key Performance Indicator) 
untuk menjaga mutu dan keselamatan di rumah sakit dan melapor 
kepada direktur untuk dilakukan review atas temuan dan 
pembelajaran serta tindak lanjut perbaikan guna meningkatkan 
kepuasan pelanggan. Hal ini sesuai dengan strategi untuk 
meningkatkan budaya keselamatan melalui walkarounds 
leadership dan membentuk badan keselamatan pasien (Halligan & 
Zecevic, 2011). Manfaat utama akreditasi di rumah sakit adalah 
peningkatan kualitas, kepuasan pasien, keselamatan pasien, 
efektivitas biaya, dan reputasi rumah sakit yang lebih baik 
(Algunmeeyn et al., 2020). Akreditasi sebagai salah satu upaya 
perbaikan di pelayanan kesehatan. Rumah sakit yang telah 
diakreditasi memiliki frekuensi pelaporan dan persepsi terhadap 
keselamatan lebih baik dibandingkan rumah sakit yang belum 
diakreditasi. Akreditasi sebagai satu upaya perbaikan di pelayanan 
kesehatan (El-Jardali, Dimassi, Jamal, Jaafar, & Hemadeh, 2011). 

Keterbatasan penelitian ini adalah rumah sakit yang diteliti hanya 
di wilayah Jakarta. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
mengembangkan penelitian dengan sampel dan wilayah yang lebih 
luas. Penelitian juga dapat dikombinasikan dengan mixed method 
untuk memperkuat hasil kualitatif dengan kuantitatif. Sejalan 
dengan Hodgen et al. dan Wiegmen et al. bahwa pengukuran budaya 
keselamatan memerlukan kombinasi metode kuantitatif dan 
kualitatif agar pengukuran dapat menghasilkan gambaran yang 
lengkap tentang budaya keselamatan, kombinasi metode kuantitatif 
dengan wawancara terstruktur, survei dan kuesioner serta metode 
kualitatif dapat digunakan dengan cara observasi, focus group 
discussion (FGD), review informasi terdahulu, wawancara, dan 
studi kasus (Hodgen et al., 2017; Kummerow & Kirby, 2013; 
Wiegmann et al., 2004). 

 

Kesimpulan 

Ketiga rumah sakit terakreditasi telah menerapkan budaya 
keselamatan selama pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan 
gambaran 6 (enam) indikator budaya keselamatan, meliputi: 
komitmen manajemen (kepemimpinan), komunikasi keselamatan, 
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aturan dan prosedur (regulasi), lingkungan kerja yang mendukung, 
keterlibatan personal (partisipasi), dan pelatihan keselamatan. Hal 
ini menunjukkan rumah sakit terakreditasi telah berupaya 
menerapkan budaya keselamatan dengan baik. Penelitian ini 
memperkuat hasil penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya 
oleh Liana et al. (2022) tentang self-asessment kematangan budaya 
keselamatan rumah sakit. 
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